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ABSTRAK:  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) 

huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemiliahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

  Bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 

ini adalah: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo; 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) sebagaimana telah 

Beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, 

Seketariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekrketariat Komisi Pemilihan Umum 



Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jendral Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum dan 

Sekrketariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja  

Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 

320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 

2020. 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 426/PL.02.2-

Kpt/7503/KPU.Kab/X/2019 diatur tentang:  

- Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran 

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 sebagai Berikut: 

1. jumlah dukungan persyaratan paling sedikit 10% (sepuluh persen) 

dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir 

yaitu 10% X 112.047 = 11.204,7 dukungan, dibulatkan menjadi 11.205 

dukungan; 

2. dukungan tersebut harus tersebar paling sedikit di 10 kecamatan se 

Kabupaten Bone Bolango. 

 CATATAN :  -    Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019, 

-   Keputusan ini terdiri dari 4 halaman 


